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KATA PENGANTAR

Dengan senang hati, saya mempersembahkan buku ini dengan judul
"Hukum dan Etika Profesi Arsitek". Buku ini merupakan hasil dari
penggabungan pemikiran, penelitian, dan pengalaman praktis dalam dunia
arsitektur, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam
mengenai pentingnya memahami aspek hukum dan etika dalam
menjalankan profesinya sebagai seorang arsitek.

Pengenalan, tujuan, dan manfaat dari mempelajari hukum dan etika
profesi arsitek menjadi landasan penting yang dibahas secara
komprehensif di dalam buku ini. Kami juga menguraikan sistem hukum
yang berlaku, prinsip etika yang harus dipegang teguh, serta bagaimana
mengaplikasikan etika dalam praktik arsitektur sehari-hari.

Tak hanya itu, buku ini juga membahas tentang tanggung jawab
profesional seorang arsitek, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan
intelektual dalam arsitektur, serta penyelesaian sengketa yang seringkali
dihadapi dalam praktik arsitektur.

Selain itu, kami juga mengulas secara mendalam mengenai etika
dalam penggunaan teknologi digital dalam praktik arsitektur modern serta
aspek hukum dalam pembangunan berkelanjutan. Tak ketinggalan, kami
juga menyoroti tentang etika dan tanggung jawab sosial yang melekat
pada profesi seorang arsitek.

Dengan kesempurnaan dan keragaman isi yang disajikan, buku ini
diharapkan dapat menjadi panduan yang berharga bagi para mahasiswa,
profesional, dan semua individu yang tertarik dalam dunia arsitektur.
Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang lebih
luas serta memperkaya pemahaman akan pentingnya mengintegrasikan
aspek hukum dan etika dalam setiap langkah karya arsitektur yang
diciptakan.

Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak
terhingga kepada semua pihak yang telah turut serta dalam proses
penyusunan dan penerbitan buku ini. Tanpa dukungan dan kontribusi
mereka, realisasi buku ini tidak akan menjadi kenyataan.



Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar
bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan
dunia arsitektur yang lebih baik di masa depan.

Maret, 2024

Penulis
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BAB 1

PENGENALAN, TUJUAN DAN MANFAAT
MEMPELAJARI HUKUM & ETIKA PROFESI ARSITEK

A. PENDAHULUAN
1. Pengenalan Hukum

Pengenalan hukum dalam konteks profesi arsitek merupakan langkah
awal yang penting dalam memahami landasan etika dan tanggung jawab
yang melekat pada profesi ini. Hukum, sebagai seperangkat aturan yang
mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat, memiliki peran sentral
dalam memastikan bahwa praktik arsitektur berjalan sesuai dengan norma
dan standar yang ditetapkan (Nursadi, 2014). Hal ini sejalan dengan
pandangan Roscoe Pound (1910), seorang ahli hukum terkemuka, yang
menekankan bahwa hukum memiliki peran krusial dalam menciptakan
ketertiban sosial dan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam
tentang hukum adalah prasyarat bagi seorang arsitek untuk menjalankan
tugasnya dengan benar.

Dalam konteks arsitektur, hukum berperan sebagai kerangka yang
mengatur tatanan dan praktik profesional. Sebagai sistem aturan yang
dibentuk dan diberlakukan oleh Negara maka hukum menjamin
ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Roscoe Pound (1910)
mengemukakan bahwa hukum harus dijadikan alat untuk mencapai
keadilan sosial, menekankan pentingnya hukum dalam mengatur
hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat (Pound, 1940).
Studi tentang hukum, menurut H.L.A. Hart (1961), membuka pemahaman
mendalam tentang bagaimana aturan hukum dibentuk dan diterapkan,
serta bagaimana hukum itu berinteraksi dengan norma dan nilai
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum adalah
esensial, tidak hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat
umum para profesional lain, termasuk juga para arsitek yang berpraktek.
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BAB 2

SISTEM HUKUM

A. PENDAHULUAN

Secara umum, sistem hukum yang berlaku di dunia bervariasi dari satu
negara ke negara lainnya, dan sering kali didasarkan pada sejarah, budaya,
dan nilai-nilai yang unik untuk setiap masyarakat. Secara umum, terdapat
beberapa jenis sistem hukum yang umum diterapkan di berbagai negara di
dunia, seperti Common Law yang merupakan Sistem hukum common law,
yang ditemukan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada,
dan Australia, didasarkan pada pengadilan dan putusan pengadilan
sebelumnya (precedent). Hukum kasus yang telah diputuskan oleh
pengadilan menjadi dasar untuk keputusan di masa depan (Jr & Holmes,
2009). Selanjutnya Civil Law, yakni Sistem hukum civil law, yang banyak
diterapkan di Eropa kontinental dan negara-negara lainnya, didasarkan
pada perundang-undangan tertulis. Hukum tertulis, seperti kode perdata
dan kode pidana, menjadi dasar bagi pengadilan untuk membuat
keputusan (Merryman & Pérez-Perdomo, 2007). Selanjutnya Religious Law,
dimana di beberapa negara, terutama negara-negara dengan mayoritas
penduduk yang beragama Islam, menerapkan hukum agama, seperti
hukum syariah (Putra, 2023), sebagai bagian dari sistem hukum mereka
(Ahyani, Slamet, dkk., 2021), (Putra dkk., 2023). Selanjutnya Hybrid
Systems, yang mana di beberapa negara yang memiliki sistem hukum
campuran atau hybrid, yang menggabungkan unsur-unsur dari berbagai
sistem hukum, misalnya campuran antara common law dan civil law
(Donlan dkk., 2014). Sistem-sistem campuran yang memiliki batas-batas
yang sama dengan sistem-sistem yang tidak tercampur, seperti Skotlandia
dan Quebec, dan sistem-sistem yang terletak di lepas pantai yurisdiksi
utama dan dominan seperti Jersey di lepas pantai hukum perdata Perancis
dan sistem hukum umum Inggris, serta Siprus, terletak di antara pengaruh
Eropa dan Timur Tengah.
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BAB 3

PRINSIP ETIKA DALAM PROFESI ARSITEK

A. PENGANTAR KE ETIKA DALAM PRAKTIK ARSITEK

Prinsip etika memegang peranan penting dalam menentukan arah dan
kualitas karya yang dihasilkan. Etika dalam arsitektur bukan hanya tentang
kepatuhan terhadap aturan atau kode etik yang ditetapkan, melainkan
juga tentang bagaimana arsitek mempertimbangkan dampak karyanya
terhadap masyarakat dan lingkungan. Penerapan prinsip etika dalam
praktik  arsitektur mencerminkan komitmen profesional untuk
menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional dan estetis, tetapi juga
bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Fauzan & Noe’man,
2020).

Dalam era globalisasi dan perubahan iklim saat ini, tanggung jawab
arsitek semakin berat. Arsitek dituntut untuk tidak hanya menciptakan
desain yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman, tetapi
juga harus memastikan bahwa karya mereka berkelanjutan dan ramah
lingkungan (Utilities One, 2023). Hal ini menuntut pemahaman mendalam
tentang prinsip etika yang berlaku, yang tidak hanya terbatas pada aspek
profesionalisme tetapi juga meliputi kepekaan terhadap isu-isu global.

Peran lkatan Arsitek Indonesia (IAl) menjadi krusial dalam
menyediakan pedoman etika bagi para praktisi. Kode etik yang
dikeluarkan oleh Al bertujuan untuk memastikan bahwa setiap arsitek
bekerja dengan standar yang tinggi dalam segala aspek, mulai dari
kejujuran dan integritas dalam berpraktik, hingga komitmen terhadap
pelestarian lingkungan dan budaya (IAl, 2007a). Pedoman ini membantu
membentuk fondasi etis yang kuat bagi praktik arsitektur di Indonesia.

Etika dalam praktik arsitektur merupakan fondasi yang menentukan
bagaimana arsitek berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk klien,
masyarakat, dan lingkungan (IAl, 2007b). Di awal, pentingnya etika
seringkali terabaikan, namun dalam praktiknya, etika menjadi penentu
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BAB 4

ETIKA DALAM PRAKTIK ARSITEKTUR

A. PENDAHULUAN

Pentingnya kajian tentang hukum dan etika profesi arsitek di
Indonesia menjadi sebuah keniscayaan, hal ini sebagaimana termaktub
dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja bahwa Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang
dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban
manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah
estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan. Sedangkan Praktik Arsitek adalah
penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang
meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian
untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan
kawasan dan kota. Lebih lanjut dalam UU Cipta kerja menjelaskan
mengenai Arsitek yakni seseorang yang telah memenuhi syarat dan
ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan praktik Arsitek (Indonesia, 2020).

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek juga
menjelaskan bahwa arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik
Arsitek (Indonesia, 2017). Hukum dan etika dalam profesi arsitek adalah
dua aspek penting yang mengatur perilaku dan praktik arsitek. Mereka
membantu memastikan bahwa arsitek bertanggung jawab secara hukum
dan juga mengikuti standar moral yang tinggi dalam pekerjaan mereka.
Berkaitan dengan hukum dan etika dalam profesi arsitek, maka Hukum
Profesi Arsitek terdapat 3 unsur yakni Lisensi, Kontrak, dan hak cipta.

Pertama, tentang lisensi dalam hal arsitek harus dimiliki oleh seorang
Arsitek, dimana dengan memiliki lisensi atau izin resmi untuk praktik di
wilayah tertentu. Ini adalah persyaratan hukum dan dapat berbeda dari
satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Selanjutnya terkait Kontrak, yakni tentang
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BAB 5

HUKUM DALAM PRAKTIK ARSITEKTUR

A. PENDAHULUAN

Secara bahasa, arsitektur berasal dari kata Archi yang berarti kepala
dan Techton yang artinya tukang (Husin, 2017). Arsitektur didefinisikan
sebagai aplikasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menciptakan
lingkungan binaan yang memenuhi standar fungsi, konstruksi, estetika,
serta aspek keselamatan dan kenyamanan (Pratasik & Sangkertadi, 2011).

Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan
oleh Dewan untuk melakukan Praktik Arsitek (IAl, 2007a). Arsitek Asing
adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek
di Indonesia.

Praktik arsitek meliputi kegiatan perencanaan, perancangan,
pengawasan, dan pengkajian untuk bangunan serta lingkungan sekitarnya
(Elgine Bridge, 2022). Definisi ini memastikan bahwa arsitektur tidak hanya
terfokus pada aspek estetika, namun juga pada utilitas, keamanan, dan
kenyamanan pengguna.

Undang-Undang juga menetapkan bahwa seorang arsitek harus
memenuhi kualifikasi tertentu dan diakui oleh Dewan Arsitek Indonesia
untuk dapat menjalankan praktik arsitektur di Indonesia (Undang-Undang
(UU) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek). Ini termasuk syarat bagi
arsitek asing, yang harus menunjukkan kompetensi dan berkontribusi
pada transfer pengetahuan dan keterampilan kepada arsitek lokal. Hal ini
dimaksudkan untuk memastikan standar kualitas dalam praktik arsitektur
di Indonesia dan mempromosikan pertukaran keahlian antar arsitek dari
berbagai negara. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk
menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan,
pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan
lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota (Mutaqi,
2018).
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BAB 6

TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL ARSITEK

A. PENDAHULUAN

Dalam peradaban manusia, arsitek telah lama memainkan peran
penting dalam membentuk lingkungan tempat kita hidup, bekerja, dan
berinteraksi (Dwiyanto, 2008). Profesi arsitek, yang menggabungkan
elemen seni, sains, dan teknologi, tidak hanya bertanggung jawab dalam
merancang bangunan yang estetis, namun juga memastikan bahwa
struktur tersebut aman, fungsional, dan berkelanjutan (Rilatupa, 2020).
Dengan kemampuan untuk mempengaruhi kualitas kehidupan dan
keberlanjutan lingkungan, arsitek dianggap sebagai pemimpin dalam
pembangunan masyarakat yang bertanggung jawab.

Sejarah profesi arsitek dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno,
dimana arsitek tidak hanya sebagai pembangun, tetapi juga sebagai
inovator dan pemikir yang memberikan solusi pada masalah-masalah
sosial melalui desain (Mazaya & Setyawan, 2016). Dari zaman Mesir kuno,
Yunani, dan Romawi, hingga Renaisans dan era modern, peran dan
tanggung jawab arsitek telah mengalami evolusi signifikan. Dalam setiap
periode, arsitek telah berkontribusi pada pengembangan teknologi
bangunan, metode konstruksi, dan pendekatan desain, yang semua itu
mencerminkan kebutuhan, nilai, dan aspirasi masyarakat pada masanya
(Hidayatulloh & Anisa2, 2022).

Perkembangan profesi arsitek juga diiringi dengan pengenalan
peraturan, standar, dan kode etik yang mengatur praktik arsitek. Ini
dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh arsitek bekerja sesuai
dengan prinsip-prinsip profesionalisme yang tinggi, menjunjung tinggi
keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan publik (Fauzan & Noe’man,
2020). Di banyak negara, untuk menjadi arsitek profesional memerlukan
pendidikan formal, pengalaman praktik yang memadai, dan lulus ujian
lisensi yang diakui oleh lembaga profesional arsitektur.
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BAB 7

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM ARSITEKTUR

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin menguat, isu hak
kekayaan intelektual mendapatkan sorotan yang signifikan, terutama
dalam bidang arsitektur. Pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual
menjadi penting karena desain arsitektur tidak hanya berfungsi sebagai
solusi atas kebutuhan ruang, tetapi juga sebagai ekspresi kreatif dan
intelektual dari sang arsitek (Haryono, 2008a). Pemahaman mendalam
tentang perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut memastikan
bahwa nilai intelektual dan estetika dapat dijaga, sekaligus mendorong
inovasi dalam industri arsitektur.

Pada awal pembahasan, perlu dipahami bahwa hak kekayaan
intelektual dalam arsitektur meliputi berbagai aspek, mulai dari desain
visual bangunan hingga metode konstruksi yang inovatif. Perlindungan
hukum terhadap elemen-elemen ini tidak hanya mengakui hak cipta dari
pencipta tetapi juga memastikan bahwa penggunaan karya dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Korengkeng, 2023). Hal ini
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kreativitas dan
inovasi dalam bidang arsitektur.

Mengingat perkembangan teknologi dan media digital, tantangan
dalam perlindungan hak kekayaan intelektual semakin kompleks. Desain
arsitektur yang dulunya hanya bisa diakses melalui gambar cetak kini
dapat dengan mudah dibagikan dan diakses melalui internet. Kondisi ini
menuntut adanya mekanisme perlindungan yang adaptif dan responsif
terhadap dinamika zaman (Basuki & Purwanto, 2022).

Penulis mengakui pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam upaya
perlindungan hak kekayaan intelektual. Pihak-pihak tersebut meliputi
arsitek, pengembang, pengguna, hingga lembaga pemerintah. Kerja sama
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BAB 8

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ARSITEKTUR

A. PENDAHULUAN
Pada bab ini dibahas mengenai penyelesaian sengketa dalam
arsitektur yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai peristilahan,
pengertian dan pengaturan serta lembaga penyelesaian sengketa
arsitektur.
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan dapat memahami dan
menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menjelaskan peristilahan dan pengertian sengketa arsitektur
2. Menijelaskan jenis sengketa arsitektur
3. Menjelaskan lembaga penyelesaian sengketa arsitektur dalam
perspektif hukum

B. PERISTILAHAN DAN PENGERTIAN SENGKETA ARSITEKTUR
Dalam perspektif ilmu hukum, arsitek diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2017 Tentang?! sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 25
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?2 yang
kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja® dan Undang-

lindonesia, Undang-Undang Tentang Arsitek, UU Nomor 6 Tahun 2017, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1 79, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6108, untuk selanjutnya disebut/ditulis “UU Nomor 6 Tahun
2017,” atau “UU 6/2017,” atau “UU Arsitek.”

2Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020 LN RI
Tahun 2020 Nomor 245, TLN Rl Nomor 6573. Berdasarkan Pasal 186 UU 11/2020 ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 2 Nopember 2020.

3Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja,
Perpu Nomor 2 Tahun 2022, LN Rl Tahun 2022 Nomor 238, TLN Rl Nomor 6841, untuk
selanjutnya disebut/ditulis “Perpu Nomor 2 Tahun 2023,” atau “Perpu 2/2023,” atau
“Perpu Cipta Kerja.”
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BAB 9

ETIKA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI
DIGITAL DALAM PRAKTIK ARSITEKTUR

A. PENDAHULUAN

"Etika dalam Penggunaan Teknologi Digital dalam Praktik Arsitektur"
menyangkut prinsip-prinsip moral dan pedoman perilaku yang harus
diperhatikan oleh arsitek dan profesional terkait ketika menggunakan
teknologi digital dalam pekerjaan mereka. Mari kita bahas ini berdasarkan
pandangan dua ahli terkenal di bidang etika dan teknologi.

Luciano Floridi - Seorang filosof dan teoritisi informasi terkemuka,
Floridi mengembangkan konsep "Etika Informasi". Menurut Floridi, etika
dalam penggunaan teknologi digital, termasuk dalam arsitektur, harus
berfokus pada cara pengolahan dan distribusi informasi yang bertanggung
jawab dan berkelanjutan. Ini melibatkan pertimbangan tentang privasi,
keamanan data, dan dampak sosial dari desain arsitektural yang dibantu
teknologi. Bagi Floridi, etika digital harus memperhatikan bagaimana data
dan informasi dihargai dan digunakan dalam perancangan bangunan
untuk memastikan bahwa teknologi membantu, bukan menghalangi,
kesejahteraan manusia.

Donna Haraway - Meskipun lebih dikenal karena karyanya dalam studi
feminisme dan sains, Haraway juga memberikan pandangan penting
tentang hubungan antara manusia dan teknologi. Dalam konteks etika
teknologi digital dalam arsitektur, Haraway menekankan pentingnya
memahami teknologi sebagai bagian dari jaringan sosial dan lingkungan. la
mendorong praktik yang mempertimbangkan teknologi digital bukan
hanya sebagai alat, tetapi sebagai bagian integral dari masyarakat dan
lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh desain arsitektural.
Ini melibatkan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial
teknologi dalam arsitektur, serta memastikan bahwa teknologi digunakan
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BAB 10

ASPEK HUKUM DALAM
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. URGENSI ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

Aspek hukum memegang peranan penting dalam mendukung
pembangunan berkelanjutan (Safira, 2017). Hukum tidak hanya berfungsi
sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat
mengarahkan dan mengatur aktivitas manusia untuk mencapai tujuan
berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran hukum menjadi krusial dalam
menjamin bahwa pembangunan tidak mengorbankan kesejahteraan
generasi masa depan. Hal ini selaras dengan prinsip dasar pembangunan
berkelanjutan yang diakui secara internasional.

Legislasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sumber daya alam,
hak asasi manusia, dan kebijakan publik lainnya menjadi kunci dalam
memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Di Indonesia, misalnya,
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup menyatakan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan. UU ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan
terkait dengan lingkungan hidup (Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009).

Selain itu, tantangan dalam implementasi hukum yang ada seringkali
muncul, baik dari sisi penegakan hukum, kesadaran publik, maupun
koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, penting bagi Penulis untuk
mengidentifikasi hambatan-hambatan ini dan memberikan rekomendasi
terkait perbaikan sistem hukum dan kebijakan. Upaya ini diharapkan dapat
memperkuat  kerangka hukum dalam mendukung pencapaian
pembangunan berkelanjutan yang efektif.
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BAB 11

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ARSITEK

A. PENDAHULUAN

Etika merupakan cabang filsafat yang berfokus pada moralitas,
menentukan apa yang baik dan buruk, serta menetapkan prinsip-prinsip
tentang perilaku yang benar dan salah. Beberapa teori etika yang paling
berpengaruh dikembangkan oleh para ahli terkenal. Berikut ini adalah
penjelasan tentang teori etika dari tiga ahli terkenal:

Immanuel Kant - Etika Deontologis: Kant mengembangkan etika
deontologis, yang berpusat pada aturan, tugas, dan kewajiban. Menurut
Kant, tindakan moral adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan
kewajiban dan mengikuti prinsip universal yang disebut "imperatif
kategoris." Artinya, sebuah tindakan hanya dianggap benar jika prinsip di
balik tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai hukum universal.

Aristoteles - Etika Virtue: Aristoteles mengajukan teori etika virtue,
yang menekankan pentingnya karakter moral dan kebajikan pribadi dalam
mencapai kehidupan yang baik. Menurut Aristoteles, kehidupan yang etis
adalah kehidupan yang mempraktikkan kebajikan, seperti keadilan,
keberanian, dan kedermawanan, yang akan membawa kita ke
kebahagiaan atau 'eudaimonia’.

Tanggung jawab sosial adalah konsep di mana organisasi atau individu
harus bertindak demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini
menekankan bahwa tindakan seseorang atau perusahaan tidak hanya
didasarkan pada manfaat ekonomi semata, tapi juga pertimbangan
terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Saya akan menjelaskan
tanggung jawab sosial menurut teori dua ahli terkenal:

Milton Friedman: Friedman, seorang ekonom terkenal, memiliki
pandangan bahwa tanggung jawab sosial utama sebuah perusahaan
adalah meningkatkan keuntungannya. Menurutnya, selama perusahaan
beroperasi dalam kerangka hukum, tanggung jawab mereka adalah
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2016 s/d sekarang, Mediator bersertipikat dari Mahkamah Agung R.l.
terdaftar di beberapa Pengadilan Negeri di Jakarta, sejak Juli 2010 s/d
sekarang, Ketua LKBH FH Unsurya (Oktober 2019 s/d April 2022). Sekprodi
S-1 llmu Hukum FH Unsurya (Agustus s/d Desember 2021), Kaprodi S-1
llmu Hukum FH Unsurya (Januari s/d Desember 2022), Kaprodi S-2
Magister Hukum FH Unsurya (Januari s/d Desember 2023). Sejak tahun
2018 bertindak sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Keperdataan,
termasuk hukum perseroan, hukum pertanahan, hukum rumah susun,
hukum acara perdata serta hukum arbitrase dan APS di persidangan di
Pengadilan Negeri atas permintaan salah satu pihak yang berperkara (WA
081311084828).
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